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ABSTRAK N

CATATAN Do-

bahwa meningkatnya kekerasan dalam berbagai bentuk yang terjadi di
lingkungan perguruan tinggi, serta untuk menjamin penyelenggaraan
tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan, perlu
upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dengan memperluas bentuk
kekerasan;

bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sudah tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.

bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;

Dasar Hukum Permendikbudristek ini adalah:

a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

¢. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ggi;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

f. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor
28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor
16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang bentuk kekerasan, pencegahan
dan penanganan kekerasan, satuan tugas pencegahan dan penanganan
kekerasan, tata cara penanganan kekerasan, pemulihan, hak korban, saksi dan
terlapor, partisipasi Masyarakat, pengelolaan data kekerasan, penghargaan
dan pendanaan.

Permendikbudristek ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Satuan Tugas yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tetap
menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sampai dengan masa tugas Satuan
Tugas berakhir.



Satuan Tugas yang telah dibentuk melaksanakan tugas Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini.

Dalam hal jumlah anggota Satuan Tugas yang telah dibentuk belum memenuhi
jumlah minimal 7 (tujuh) orang, Pemimpin Perguruan Tinggi melakukan
penambahan anggota Satuan Tugas sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
Laporan dugaan Kekerasan seksual yang dilaporkan sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan pemeriksaan, penanganan
Kekerasan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Laporan dugaan Kekerasan seksual yang dilaporkan sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini dan sedang dilakukan pemeriksaan, Penanganan
Kekerasan seksual menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Pemimpin Perguruan Tinggi yang belum membentuk Satuan Tugas wajib
membentuk Satuan Tugas paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua ketentuan yang merupakan
pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Peraturan Menteri ini diundangkan.



